
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 34/KM.7 /2021 tentang 
Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi U mum a tau Dana 
Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam 
Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap 
Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), maka perlu melakukan pergeseran anggaran; 

b. bahwa pergeseran anggaran dilakukan untuk 
melaksanakan ketentuan Bab VI.E Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penggunaan 
Silpa Tahun Sebelumnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR ~ r.4 fru~ ~0!2.'Z.. 

TENT ANG 

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022 DALAM RANGKA PENYESUAIN DANA ALOKASI UMUM 

TAHUN ANGGARAN 2022 

BUPATI KOLAKA, 

BUPATI KOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5040); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 6041); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 DALAM RANGKA 
PENYESUAlAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 
ANGGARAN 2022 

PERGESERAN TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubemur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah 

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
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Rp. 1.225.144.559.224,00 
Rp. 42.167.350.815,00 
Rp. 1.267.311.910.039,00 

1. TOTAL APBDP TA. 2022 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian dana alokasi 
umum Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagai berikut: 

BAB II 
PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 2 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang. 

9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. 

10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran 
perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati. 

11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah 
peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang 
beisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang 
disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD. 

14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran beriku tnya. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
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Rp 46.848. 750.815,00 
0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 
SiLPA 

Rp. 3.000.000.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 3.000.000.000,00 

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 7.000.000.000,00 
Rp. 42.167.350.815,00 
Rp. 49.848.750.815,00 

4. PEMBIAYAAN DAERAH 
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. (46.848. 750.815,00) Surplus/ (Defisit) 

Rp 1.222.144.559.224,00 
Rp 42.167.350.815,00 
Rp 1.264.311.910.039,00 

Jumlah Belanja Daerah 
Semula 
Bertambah/ (berkurang) 
Menjadi 

Rp. 144.775.546.400,00 
Rp. 0,00 
Rp. 144.775.546.400,00 

D. Belanja Transfer 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 28.963.950.000,00 
Rp. 406.769.950,00 
Rp. 29.370.719.950,00 

C. Belanja Tidak Terduga 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 210.903.666.839,00 
Rp. 33.625.213.945,00 
Rp. 244.528.880.784,00 

B. Belanja Modal 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 837.501.395.985,00 
Rp. 8.135.366.920,00 
Rp. 845.636.762.905,00 

3. BELANJA DAERAH 
A. Belanja Operasi 

Semula 
Bertam bah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp 1.218.144.559.224,00 
Rp (681.400.000,00) 
Rp 1.217.463.159.224,00 

Jumlah Pendapatan Daerah 
Semula 
Bertambah/ (berkurang) 
Menjadi 

14.842.525.000,00 
0,00 

14.842.525.000,00 

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Semula Rp. 
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 
Menjadi Rp. 

Rp. 1.045.101. 738.686,00 
Rp. (681.400.000,00) 
Rp. 1.044.420.338.686,00 

B. Pendapatan Transfer 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

158.200.295.538,00 
0,00 

158.200.295.441,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

2. PENDAPATAN DAERAH 
A. Pendapatan Asli Daerah 

Semula 
Bertam bah/ (Berkurang) 
Menjadi 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KOALKA TAHUN 2022 NOMOR 8 

POITU MURTOPO 

~SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KOLAKA 6f, 
'- 

Diundangkan di Kolaka 
Pada tanggal l A-fv,L 

Ditetapkan di Kolak~ 
pada tanggal 18 ~ ,L ?o~ ~J~LAKA~ - 

« AHMAD YEI 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyesuaian dana alokasi umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
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